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ABSTRAK 

  

Kekerasan sering terjadi karena budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih superior daripada 

perempuan. Korban kekerasan seringkali tidak melaporkan apa yang mereka alami kepada pihak 

berwenang karena mereka kurang memahami bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran adalah 

tindakan ilegal yang dapat dilindungi oleh undang-undang pidana. Oleh karena meningkatnya kasus 

kekerasan dalam hubungan pacaran, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum 

yang dapat diberikan kepada korban kekerasan menurut hukum pidana, serta faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi terjadinya kekerasan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan betapa seriusnya masalah 

kekerasan dalam hubungan pacaran, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan hukum yang 

tepat dalam penyelesaian tindak pidana tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang dapat melindungi korban dan 

menghukum pelaku kekerasan dalam hubungan pacaran dalam konteks tindak pidana. Oleh karena 

itu, perlu segera adanya peraturan pelaksanaan undang-undang yang dapat menjerat pelaku kekerasan 

yang sebelumnya dapat bebas karena tidak memenuhi unsur legalitas sebagai tindak pidana dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Kata kunci: Dating Violence, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana 

 

 

ABSTRACT 

The more years of violence experienced by more women, the more the incidence is, whether physical, 

sexual, or psychological violence. Acts of violence themselves often occur due to patriacal culture, 

where women are inferior and men are superior. Generally, victims do not tell or report to law 

enforcement officials or authorities what they are experiencing because the victims do not understand 

and understand that dating violence is an unlawful act and can be given legal protection for victims 

based on the Criminal Code (KUHP).Due to the increasing number of cases of violence in dating 

relationships (Dating Violence), this research is focused on knowing the legal protection that can be 

given to victims of violence according to the criminal law. Also to find out what factors influence the 

occurrence of violence. 

The method of approach used is normative juridical research, which is qualitative analysis. This 

research shows how important and serious the problem of violence in dating relationships (Dating 

Violence) is so that victims can get appropriate legal protection in resolving criminal cases. 

This research leads to what legal protections can protect victims and punish perpetrators of violence 

in dating relationships (Dating Violence) in criminal cases. So it is also necessary as soon as possible 

to implement several regulations for implementing laws that can ensnare perpetrators who have been 

free from legal entanglements just because they do not meet the element of legality as a criminal 

offense in the Criminal Code (KUHP). 
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